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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan “Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustriaon dan Perdagangan mengacu
pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja,
merupakan media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilaon dan atau
kegagalan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya
mencapai tujuan dan sasaran unfuk maupun mewujudkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Laporan ini selain untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun
kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan juga sekaligus merupakan media untuk
melakukan evaluasi kedalam sehingga akan dapat diketahui secara nyata
tentang kekurangan-kekurangan yang ada guna diambil langkah perbaikan
untuk meningkatkan kinerja diwaktu yang akan datang.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan.

Melonguane, Januari 2023

KEPALA DINAS
PERINDUST@AN DAN PERDAGANGAN

NIP. 19690222 199312 2 002

LKJIP PERINDAG -



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Dinas Perindustriaon dan
Perdagangan kab Kepl Talaud dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana
diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga melaksanakan rencana strategis (Renstra)
2020 - 2025. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan
perdagangan menetapkan tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran
strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk
mengukur tingkat ketercapaiannya, yang setiap tahun indikator kinerja diukur

tingkat ketercapaiannya.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2022, ketercapaian masing-masing Indikator

Kinerja Utama yaitu:

1. Sasaran 1, Meningkatkan Kemudahan Akses Masyarakat Terhadap Barang
Kebutuhan Pokok Melalui Pemanfaatan Tol Laut  yang diukur dari
Persentase Desa Dengan Akses Pasar Yang Lancar dan Persentase Desa
Yang Memiliki Distributor Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat. Adapun
indikator dari Persentase Desa Dengan Akses Pasar Yang Lancar yang di
tagetkan 86,27 % dengan realisasi kinerjanya mencapai 86,27 % atau
tingkat ketercapaiannya 100% dengan kategori Baik. Dan Yang menjadi
Indikator kedua yaitu Persentase Desa Yang Memiliki Distributor Bahan
Kebutuhan Pokok Masyarakat yang ditargetkan 93,46 % dengan realisasi
kinerjonya mencapai 95% atau tingkat ketercapaiannya 102% dengan
kategori Sangat Baik.

2. Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas Perlindungan Konsumen dengan dua (2)
Indikator Tolak Ukur. Yg pertama dengan Persentase Barang Yg Beredar Di

Masyarakat Yang Memenuhi Standar Keamanan Dan  Kesehatan
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ditargetkan 93%, realisasi kinerjonya adalah 96,15 % atau tingkat
ketercapainnya 103,38 % dengan kategori Sangat Baik, Dan yang kedua
dengan Persentase Desa Yang Pelaku Industri Dan Perdagangan Bebas Dari
Tindakan Penimbunan Bapok yang ditargetkan 100% realisasi kinerjanya
adalah 100 % atau tingkat ketercapainnya 100% dengan kategori Baik.
. Sasaran 3, Meningkatnya Pendapatan IKM dengan indikator Persentase
Pelaku Industri Mikro Dan Kecil Yang Meningkat Nilai Jualnya ditargetkan
2,32 %, realisasi kinerjonya adalah 2,35 % atau tingkat ketercapaiannya

101,3 % dengan kategori Sangat Baik.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kab Kepl Talaud, baik yang berasal dari dalam maupun luar

organisasi, antara lain:

1.

Kurangnya dukungan dana, sarana prasarana yang ada sehingga
mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

Perkembangan teknologi dan desain produk yang begitu pesat kurang bias
diimbangi dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

Dampak negative globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia yang
semakin kompetitif sehingga produk kita kurang bisa bersaing di pasar global,

termasuk dalam hal pemenuhan selera pasar masin rendanh.

Sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas pada masa

yang akan datang, telah dipersiapkan langkah-langkah antara lain sebagai
berikut:

1.
2.

Pengusulan pengadaan peralatan kantor untuk efisiensi kerja pegawai
Intensifikasi pencarian informasi terkait dengan perkembangan teknologi
dan desain produk serta usulan pendanaan untuk kegiatan terkait.
Melakukan pendampingan intensif untuk diversifikasi dan inovasi produk
serta meningkatkan dukungan melalui promosi pada even-even pameran

berskala nasional maupun internasional.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kapupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Kepulauan
Talaud yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor
43Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupatenKepulauan Talaud.
SesuaidenganPeraturan  Daerah  tersebut, Dinas  Perindustrion  dan
Perdaganganberkedudukansebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adaloah azas akuntabilitas yang
menentukan bahwa sefiap kegiatan dan hasil  akhir dari  kegiatan
penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjowabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut
salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK]IP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  dalam
melaksanakan fugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam rangka
melaksanakan visi dan misi Bupati Kepulauan Talaud sekaligus sebagai alat
kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud, serta

sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi
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perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain untuk memenuhi
prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan
gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang
kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud
selama Tahun 2022 yang Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan
seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencermati
berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalom menyusun program di
tahun berikutnya. Dengan demikian program ditahun mendatang dapat
disusun lebih fokus, efekfif, efisien, terukur, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022, antara lain yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalion dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan

Talaud Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan

PerdaganganKabupatenKepulauan Talaud, mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral serta

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten, dengan

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang perindustrian dan ESDM,
bidangperdagangan dan bidangPengelolaan pasar;

b. Pelaksanaankebijokan di bidangperindustrian, bidang perdagangan dan
bidang Pengelolaan pasar;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, bidang
perdagangan dan bidang Pengelolaan pasar;

d. Pelaksanaana dministrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan bidang Perindustrian dan
Perdagangan yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.
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D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kapupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Kepulauan
Talaud yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor
43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud

dengan susunan organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:
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BAGAN STRUKTUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPALA DINAS

Sekretaris

KasubagUmum dan
Kepegawaian

KasubagPerencanaan,
Evaluasi dan Keuangan

Kelompok
JabatanFungsional

Kabid
Perindustrion dan ESDM

Kabid
Perdagangan

Kabid
Pengelolaan Pasar

Kasie BimbinganProduksi
dan Usaha

Kasie Bina Usaha
Eksporimpor

Kasie
| PengelolaanPendapata
n Pasar/Reftribusi

Kasie Energi dan Sumber
Daya Mineral

Kasie Pengawasan,

PerlindunganKonsumen,

dan MetrologilLokal

Kasie Pengawasan dan
Evaluasi

Kasie Sarana dan
Prasaranalndustri

Kasie Informasi dan
PromosiPerdagangan

Kasie Sarana dan
Prasarana Pasar

Unit PelaksanaTekniDinas (UPTD)
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E. SUMBER DAYA APARATUR
1. Sumber daya manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2022
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud
didukung oleh sumberdaya manusia yang berjumlah 24 (dua puluh empat)

orang sebagai berikut :

Kriteria Jumlah (org)

Laki-laki 12

Jenis Kelamin Perempuan 12

Pasca Sarjana (S2) 1
Pendidikan Terakhir Sarjana (S1)

Dl

SLTA

Pembina Utama Muda, IV/C

Pembina Tkt. I, IV/B

Pembina, IV/A

PenataTkt I, 1II/D

Penata, IIl/C

Penata Muda Tkt. I, 1II/B

Penata Muda, llI/A

Pengatur Tkt. I, II/D

Pengatur, II/C -

Pengatur Muda Tkt. I, II/B 1

Pengatur Muda, ll/a -

Eselon I B 1
Jabatan Eselon lll 4

Eselon IV 10

Fungsional khusus -

JFU 2
PelatihanPenjenjangan DiklatPim I -

DiklatPim Il

PIM IV 5
Pelatihan Prajabatan Prajabatan 24

PNS 24
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CPNS -

Status Kepegawaian Tenaga Honorer:
- Tenaga Kebersihan -

- Tenaga administrasi 2

- Tenaga pemungut retribusi
pasar

13

2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana  penunjang  pelaksanaan  kegiatan  Dinas

Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

No Sarana/Prasarana Jumlah | satuan Keterangan
1 Gedung 1 Unit
2 rusak berat; 8
2 Kendaraan Bermotor roda dua 10 Unit
Bagus
Kendaraan bermotor roda
3 1 Unit Rusak Berat
empat
S5 Rusak
4 Komputer 9 Unit
4 Bagus
2 Rusak Berat
5 Laptop S Unit | 2 Rusak Ringan
1 Bagus
6 LCD 1 Unit Baik
7/ Kamera 1 Unit Kurang Bagus
8 AC 2 unit Baik

F. ISU STRATEGIS
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) di masa datang. Berdasarkan telaahan dan penyandingan
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antara visi misi serta program Bupati Kepulauan Talaud hingga tahun 2025 dengan
Rencana strategi Kementerian yang berkaitan erat dalam pembangunan di bidang
perindustrian dan perdagangan, Rencana prioritas provinsi dan juga daya dukung
wilayah yang diuraikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah maka isu-isu penting untuk
pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan ESDM adalah sebagai
berikut :
1. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah :
a. Terbatasnya infrastruktur;
b. Letak geografis;
c. Belum adanya sinkronisasi antara kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah
KAbupaten;
d. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia aparatur;
e. Terbatasnya danag;
2. Bidang Perdagangan adalah :
a. Distribusi barang dan jasa masih terbatas;
b. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar;
c. Tata aturan system perdagangan masih bersifat sentralisasi;
d. Terbatasnya dana APBD untuk membangun infrastruktur pasar;
e. Terbatasnya SDM yang terampil dalam bidang perdagangan;
3. Bidang Perindustrian adalah :
a. Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan manajemen mutu produksi;
b. Teknologi yang digunakan cenderung teknologi sederhana dan tradisional;
c. Para pengusaha/pengrajin masih pasif dalam permasalahan produksinya dan
kurang memanfaatkan kesempatan promosi;
d. Pesaing yang semakin ketat antara pelaku dunia usaha termasuk industry
kecil/menengah;
Dari beberapa Isu penting tersebut diatas maka dapat direkomendasikan
beberapa isu strategis yakni :
1. Dalam rangka menyongsong pasar bebas, pengembangan IKM harus dilakukan
secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari penumbuhan wira usaha
baru, peningkatan kualitas produk, proses, kemasan, peningkatan teknologi,

diversifikasi  sampai pada pelaksanaan pendampingan dan  fasilitasi
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pengembangan usaha (permodalan, kemitraan, pemasaran, standarisasi, HKI
dll). Produk IKM harus bisa mengisi pasar luar negeri serta mengamankan pasar
dalam negeri;

2. Pengembangan IKM perlu didasarkan pada rencana pengembangan industry
kabupaten dan pengembangan produk unggulan daerah;

3. Pentingnya menjalin kerjasama antara IKM dengan industry besar dalam rangka
pelaksanaan substitusi bahan baku / penolong yang selama ini diperoleh melalui
impor (IKM menjadi pemasok bahan baku / penolong bagi industry besar dalam
rangka menguarangi impor dan meningkatkan surplus neraca perdagangan
luar negeri);

4. Lebih mengintensifkan pelaksanaan monitoring peredaran barang / jasa
beserta jalur distribusinya dengan mengoptimalkan peran petugas PPBJ dan
PPNS-PK yang telah ada dalam rangka menjamin hak-hak konsumen warga
Kabupaten Kepulauan Talaud terlindungi;

5. Perdagangan sebagai sektor penyumbang PDRB perlu untuk lebih
ditingkatkan lagi melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional, perluasan
cakupan pembinaan kelompok-kelompok pedagang kecil serta
mengoptimalkan jalur perdagangan antar daerah / antar pulau;

6. Penting juga untuk ditingkatkan adalah monitoring perkembangan harga
bahan pokok se Kabupaten Kepulauan Talaud yang di update setiap hari
dan disgjikan secara online dalam rangka mengurangi disparitas harga
bahan pokok antar wilayah kecamatan, yang harus ditindaklanjuti pula
dengan adanya operasi pasar / pasar murah di beberapa wilayah utama
untuk meredam fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat;

7. Harus segera dilakukan tindakan tegas terhadap usaha pertambangan
liar maupun pertambangan yang merusak lingkungan;

8. Penting untuk melakukan edukasi kepada usaha-usaha pertambangan.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaion rencana tindakan dan
kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan
koordinatif. Dalam kurun waktu Tahun 2020 — 2025 dengan berorientasi kepada
hasil yang ingin dicapai seloma 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin
terjadi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud
melaksanakan koordinasi tugas dengan instansi tekait, pembinaan kepada
pelaku usaha perdagangan dan IKM, menjamin ketersediaan bahan pokok
dan barang strategis serta menjamin keamanan dan kenyamanan dalam
mengkonsumsi barang/jasa.

Rencana Strategis Dinas Perindustrion dan Perdagangan Tahun 2020 — 2025
merupakan bagian integral dari kebijokan dan program Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjadi pedoman aparat pelaksana
dalom  melaksanakan tugas penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangungan dalam mewujutkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2020 - 2025. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud sebagaimana tertuang
dalam RPJMD Tahun 2020 - 2025 yaitu :“MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH
DIBERKATI”.Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujutkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang bersih.

Mewujutkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang elok.

Mewujutkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang ramah.

Mewujutkan Kabupaten Kepulauan Talaud berlandaskan pada kasih.

o M~ b

Mewujutkan kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang
aman.

6. Mewujutkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang tangguh
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B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan perjanjian kinerja sebagai
komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalom waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus ditetapkannya perjanjian kinerja antara Iain: meningkatkan
akuntabilitas, fransparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Perindustrion dan Perdagangan telah menetapkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya.
Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun
2020, selengkapnya pada table berikut:

indikator kinerja sebagai berikut:

Table 2.1: Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. | Meningkatkan Kemudahan Akses | Persentase Desa Dengan | 86,27 %
Masyarakat Terhadap Barang Akses Pasar Yang Lancar
Kebutuhan Pokok Melalui Persentase Desa Yang 93,46 %
Pemanfaatan Tol Laut Memiliki Distributor Bahan
Meningkatnya stabilisasi harga Kebutuhan Pokok
barang kebutuhan pokok dan Masyarakat
barang penting

2. | Meningkatkan Kualitas Persentase Barang Yg 93 %
Perlindungan Konsumen Beredar Di Masyarakat

Yang Memenuhi Standar
Keamanan Dan
Kesehatan

Persentase Desa Yang 100%
Pelaku Industri Dan
Perdagangan Bebas Dari
Tindakan Penimbunan
Bapok

3. | Meningkatnya Pendapatan IKM | Persentase Pelaku Industri | 2,32 %
Mikro Dan Kecil Yang
Meningkat Nilai Jualnya
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BAB Il
AKUNTARBILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan
sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja
dan penetapan kinerja Dinas Perindustrion  dan Perdagangan. Penilaian
mencakuptingkatpencapaian  target sasarandari  masing-masing  indicator
kinerjasasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu Indikator
Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja. Adapun
penilaian dimaksud meliputi Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisa Capaian
Kinerja, Akuntabilitas Keuangan.

A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan
seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja
financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian
akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan

realisasinya. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:

Realisasi
Persentase Capaion=___ x 100 %
Rencana
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Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat

jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indicator kinerja

utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis factor

penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan, yang selanjutnya dapat

dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan,

kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang

akan datang. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap

sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagaimana
tabel berikut:

No PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1 Lebih dari 100 % Sangat baik
2 75 % - 100 % Baik
3 55%-74% Cukup
4 Kurang dari 55 Kurang

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.1. Capaian Target Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

menetapkan sasaran yang akan dicapai yaitu :

a.

a.

Meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap barang
kebutuhan pokok melalui pemanfaatan tol laut;

Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen;
Mengembangkan industry pengolahan yang berdaya saing
terutama industry hasil pengolahan pertanian, perikanan dan
kelautan;

Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk
memperlancar pelaksanaan tugas;

Meningkatnya layanan kepegawaian;

Meningkatnya kualitas SDM;

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran.
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Untuk mencapai sasaran tersebut maka Dinas Perindustrian dan

Perdagangan telah  merumuskan  indikator-indikator  sebagai
instrument pengukuran dan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja
Utama (IKU) agar pemangku kepentingan mudah dalam mengukur
dan menganalisa keberhasilan kinerja OPD. Capaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi

(Tupoksi) yang menjadi tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerjanya :
Tabel 3.1

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sasaran Strategi

Indicator

kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Meningkatkan
Kemudahan Akses
Masyarakat Terhadap
Barang Kebutuhan
Pokok Melalui
Pemanfaatan Tol Laut

Persentase
Desa
Dengan
Akses Pasar
Yang Lancar

86,27 %

86,27 %

100 %

Persentase
Desa Yang
Memiliki
Distributor
Bahan
Kebutuhan
Pokok
Masyarakat

93,46

95 %

102 %

Meningkatkan Kualitas
Perlindungan Konsumen

Persentase
Barang Yg
Beredar Di
Masyarakat
Yang
Memenuhi
Standar
Keamanan
Dan
Kesehatan

93 %

96,15 %

103,38 %

Persentase
Desa Yang
Pelaku
Industri Dan
Perdaganga
n Bebas Dari

100 %

100 %

100 %
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Tindakan
Penimbunan
Bapok

Meningkatnya Persentase 2,32 % 2,35% 101,3%
Pendapatan IKM Pelaku
Industri Mikro
Dan Kecil
Yang
Meningkat
Nilai Jualnya

Dari tabel di atas menunjukkan capaian IKU Dinas Perindustrian dan
Perdagangan tahun 2022 secara umum terdapat beberapa target
yang berhasil dipenuhi bahkan terdapat capaian yang melebihi
target yang telah ditentukan. Secara lebih detail capaian indikator
kinerja utama dijelaskan dalam analisis capaian kinerja sebagai
berikut :

1. Sasaran 1. Meningkatnya kemudahan akses masyarakat terhadap
barang kebutuhan pokok melalui pemanfaatan tol talaud

Meningkatnya kemudahan akses masyarakat terhadap barang

kebutuhan pokok melalui pemanfaatan tol laut bertujuan untuk
mewujudkan pertumbuhan ekonomi kabupaten kepulauan talaud
melalui pengembangan Kawasan ekonomi khusus. Pengukuran
untuk sasaran strategi ini adalah dengan 2 (dua) indikator kinerja
yaitu :

a. Membandingkan jumlah desa dengan akses pasar yang
lancar dari target yang ditetapkan dengan realisasi di tahun
berkenan. Desa dengan akses pasar yang lancar
didefinisikan sebagai desa yang memiliki ketersediaan
memadai terhadap akses ke pasar baik dari segi infrastruktur
sarana dan prasarana fisik dasar (jalan dan jembatan)
maupun sarana komunikasi dan informasi untuk dapat
secara lancar terhubung ke pasar. Pada tahun 2022
ditetapkan jumlah desa dengan akses pasar yang lancar
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adalah sebanyak 9 (sembilan) desa dengan target realisasi
sebanyak 8 (delapan) desa atau 86,27%. Realisasi diakhir
tahun sebesar 86,27% atau nilai capaian 100%.

b. Membandingkan jumlah desa yang memiliki distributor
bahan kebutuhan pokok masyarakat dari target yang
ditetapkan diawal tahun dengan realisasi di akhir tahun 2022.
Desa yang memiliki distributor bahan kebutuhan pokok
masyarakat adalah desa yong memiliki agen atau
perusahaan yang menjual barang dengan harga yang
berlaku secara nasional atau tidak memiliki perbedaan
harga yang berarti dengan agen atau perusahaan
distributor dimana barang tersebut berasal (dibeli). Dengan
harga jual yang sama atau hampir sama dengan harga jual
di daerah dimana barang tersebut berasal (dibeli) maka hal
ini akan berdampak pada terjaganya nilai inflasi suatu desa
pada angka rata-rata normal. Pada tahun 2022 ditergetkan
jumlah desa yang memiliki distributor bahan kebutuhan
masyarakat adalah sebanyak 5 (lima) desa dengan target
realisasi 93%. Realisasi yang dicapai pada akhir tahun adalah

sebesar 95% dengan nilai capaian 102%.

2. Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Konsumen
Meningkatkan kualitas perlindungan konsumen merupakan
salah satu cara untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi
kabupaten Kepulauan Talaud dalam mewujudkan pertumbuhan
dan pengembangan Kawasan ekonomi khusus. Pengukuran untuk
sasaran strategi ini adalah dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
a. Membandingkan jumlah barang yang beredar di

masyarakat yang memenuhi standar keamanan dan
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kesehatan dari target yang ditetapkan diawal tahun dengan
jumlah realisasi diakhir tahun 2022. Hal ini dapat dilakukan
dengan cara menghitung banyaknya pedagang/pelaku
usaha yang menjual barang dalam kondisi baik dari segi
kemasan, tanggal kadaluarsa, informasi-informasi penting
lainnya yang tertera dalam kemasan barang yang dijual.
Selain itu juga dapat memperhatikan kriterion kebenaran
ukuran dengan alat ukur timbang dan takar serta
perlengkapan lainnya yang memiliki tanda tera maupun tera
ulang yang sah. Pada tahun 2022 telah ditargetkan jumlah
barang yang beredar di masyarakat yang memenunhi
standar keamanan dan kesehatan sebanyak 26 (dua puluh
enam) jenis barang dengan target realisasi 93%. Realisasi
yang dicapai pada akhir tahun adalah sebesar 90% dengan
nilai capaian 97%.

b. Membandingkan jumlah desa yang pelaku industri dan
perdagangan bebas dari tindakan penimbunan bahan
pokok dari target yang ditetapkan diawal tahun dengan
jumlah realisasi diakhir tahun 2022. Hal ini dapat dilakukan
dengan cara menghitung jumlah desa yang pelaku industri
dan perdagangan tetap menjual dan mendistribusikan
secara normal sehingga fidak terjadi kelangkaan bahan
pokok dalam saftu desa ataupun satu wilayah. Pada tfahun
2022 telah ditargetkan jumlah desa yang pelaku industri dan
perdagangan bebas dari tindakan penimbunan bahan
pokok adalah sebanyak 153 (serratus lima puluh tiga) desa
dan kelurahan target realisasi 100%. Realisasi yang dicapai
pada akhir tahun adalah sebesar 100% dengan nilai capaian
100%.
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3. Sasaran 3. Meningkatnya Pendapatan IKM

Langkah meningkatkan pendapatan IKM adalah salah satu
cara yang harus diseriusi dalam menjaga stabilitas ekonomi karena
pendapatan pelaku usaha yang meningkat akan menyumbang
peningkatan pendapatan domestic regional bruto dalam satu
wilayah dan mempengaruhi kekuatan ekonomi Kawasan.
Indikator  yang  menunjukan  tercapainya Meningkatnya
Pendapatan IKM adalah Persentase Pelaku Industri Mikro Dan Kecil
Yang Meningkat Nilai Jualnya. Persentase tersebut di sediakan
dalam bentuk data/dokumen yang menunjukan informasi
perencanaan IKM dan pengembangan yang ferpetakan secara
spesial  dan  tersedianya rumusan  kebijokan  kegiatan
pengembangan sentra IKM berdasarkan kondisi eksisting sehingga
menjadi dasar dalam peningkatan Pendapatan IKM Pengukuran
sasaran ini dilakukan dengan indikator perbandingan jumlah
pelaku industri mikro dan kecil yang meningkat nilai jualnya dari
target yang ditetapkan diawal dengan jumlah realisasi diakhir
tahun 2022. Untuk tahun 2022 telah ditetapkan target 103 (seratus
tiga) pelaku industri yang nilai jual hasil produksinya meningkat
target realisasi 2,32%. Realisasi yang dicapai pada akhir tahun

adalah sebesar 2,35% dengan nilai capaian 101,3%.

2.2 Rasio Capaian Kinerja jangka menengah
Untuk melihat progres kinerja dalam jangka menengah atau satu
periode pemerintahan maka perlu adanya pembandingan capaian
di akhir tahun 2022 dengan capaian-capaian pada beberapa tahun
sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan
yang dicapai apakah telah sesuai dengan target kinerja jangka

menengah dan juga untuk menetapkan proyeksi kinerja ditahun
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selanjutnya apakah target kinerja akan ditetapkan sama dengan
tahun berkenan , diturunkan atau ditingkatkan sesuai rencana
strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Rasio capaian kinerja jangka menengah selebihnya dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Rasio capaian kinerja jangka menengah sasaran 1
Sasaran Indikator Target Realisasi Tahun 2022
Kinerja 2025 2021 Target | realisasi
Meningkatkan | Persentase | 94,77 % | 77,12 % 86,27 % | 86,27 %
Kemudahan Desa
Akses Dengan
Masyarakat Akses Pasar
Terhadap Yang
Barang Lancar
Kebutuhan Persentase | 100 % 98% 9346 % | 98 %
Pokok Melalui | Desa Yang
Pemanfaatan | Memiliki
Tol Laut Distributor
Bahan
Kebutuhan
Pokok
Masyarakat

Dari tabel 3.2 diatas, capaian pada indikator kinerja persentase
desa dengan akses pasar yang lancar mengalami peningkatan
menjadi 86,27%

diakhir tahun 2022. Peningkatan ini dukung oleh Infrasuktur Jalan yang

dimana pada akhir tahun 2021 terealisasi 77,12%

semakin baik dan Saluran Komunikasi Yang Lebih Lancar dan Luas.
Pada tahun 2021 desa yang lancar aksesnya ke pasar sejumlah 118
desa dan pada Tahun 2022 meningkatnya menjadi 132 Desa dari total
desa 153 desa se-kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun desa-desa

yang meningkat akses pasarnya adalah sebagai berikut :
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NAMA

NO. NAMA DESA/ KELURAHAN NO. DESA/KELURAHAN
1 Akas 40 Gemeh Wantane
2 Akas Balane 41 Ighik
3 Alo 42 Kabaruan
4 Alo Utara 43 Kabaruan Timur
5 Alude 44 Kakorotan
6 Ambela 45 Karatung
7 Ambia 46 Karatung Selatan
8 Ambia Utara 47 Karatung Tengah
9 Awit 48 Kiama
10 Awit Selatan 49 Kiama Barat
11 Balang 50 Kordakel
12 Bambung 51 Kuma
13 Bambung Timur 52 Kuma Selatan
14 Bantane 53 Lahu
15 Bantane Utara 54 Lalue
16 Bantik (Beo Bantik) 55 Lalue Tengah
17 Bantik Lama 56 Lalue Utara
18 Batumbalango 57 Laluhe
19 Bengel 58 Lirung
20 Beo 59 Lirung Matane
21 Beo Barat 60 Lirung Satu (Lirung 1)
22 Beo Timur 61 Lobbo
23 Binalang 62 Lobbo |
24 Binalang Timur 63 Makatara
25 Birang 64 Makatara Timur
26 Bitunuris 65 Mala
27 Bitunuris Selatan 66 Mala Timur
28 Bowombaru (Bawombaru) 67 Mamahan
29 Bowombaru Tengah 68 Mamahan Barat
30 Bowombaru Utara 69 Mangaran
31 Bulude (Essang) 70 Marampit
32 Bulude (Kabaruan) 71 Marampit Timur
33 Bulude Selatan (Essang) 72 Maredaren Utara
34 Bulude Selatan (Kabaruan) 73 Maririk
35 Dalum 74 Matahit
36 Daomau 75 Melonguane
37 Damau Bowone (Damau 76 Melonguane Barat

Bawone)
38 Dampulis 77 Melonguane Timur
39 Dampulis Selatan 78 Moronge
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79
80
81
82
83
84
85

86

87
88
89
90
21
92
93
94
95
96

97

98
99
100
101
102
103
104
105

106

107
108

Daran

Daran Utara

Ensem

Ensem | (Ensem Timur)
Essang

Essang Selatan
Gemeh

Gemeh Rasmata (Gemeh
Raamata)

Musi

Musi |

Niampak

Niampak Utara

Nunu

Nunu Utara

Pampalu (Papmpalu)
Pangeran

Pannulan

Pantuge (Patuge)
Pantuge Timur (Patuge
Timuir)

Parangen

Peret

Pulutan

Pulutan Selatan
Pulutan

Rae

Rae Selatan

Rainis

Rainis Batupenga (Rainis
Baru Penga)
Rarange

Rusoh (Russoh/Ruso)

109
110
111
112
113
114
115

116

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

127

128
129
130
131
132

Moronge |
Moronge I
Moronge Selatan
Moronge Selatan |
Moronge Selatan I
Salibabu

Salibabu Utara

Sambuara

Sambuara Satu
Sawang
Sawang Utara
Tabang
Tabang Barat
Taduna
Taduwale
Talolang
Tarohan
Tarohan Selatan

Tarun

Tarun Selatan
Tuabatu Barat
Tule

Tule Tengah
Tule Utara

DINAS PERINDAG KAB. KEPL. TALAUD



Untuk capaian indikator kinerja persentase desa yang memiliki

distributor bahan kebutuhan pokok masyarakat memiliki angka yang

tetap dimana pada akhir tahun 2021 terealisasi 98% demikian halnya

di akhir tahun 2022 teralisasi sebesar 98% dari target yang ditetapkan.

Khusus di Kabupaten Kepulauan Talaud tiap desa rata rata telah

memiliki  distributor

bahan kebutuhan pokok masyarakat pada

umumnya. Pada Tahun 2022 desa-desa yang telah memiliki Distributor

bahan kebutuhan pokok masyarakat sejumlah 150 desa dan Kelurahn

dari 153 desa dan kelurahan Se-Kabupaten kepulauan Talaud.

Adapun desa-desa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NAMA
NO. NAMA DESA/ KELURAHAN NO. DESA/KELURAHAN
1 Akas 25 Gemeh Wantane
2 Akas Balane 26 Ighik
3 Alo 27 Kabaruan
4 Alo Utara 28 Kabaruan Timur
5 Alude 29 Kakorotan
6 Ambela 30 Karatung
7 Ambia 31 Karatung Selatan
8 Ambia Utara 32 Karatung Tengah
9 Awit 33 Kiama
10 Awit Selatan 34 Kiama Barat
11 Balang 35 Kordakel
12 Bambung 36 Kuma
13 Bambung Timur 37 Kuma Selatan
14 Bantane 38 Lahu
15 Bantane Utara 39 Lalue
16 Bantik (Beo Bantik) 40 Lalue Tengah
17 Bantik Lama 4] Lalue Utara
18 Batumbalango 42 Laluhe
19 Bengel 43 Lirung
20 Beo 44 Lirung Matane
21 Beo Barat 45 Lirung Satu (Lirung 1)
22 Beo Timur 46 Lobbo
23 Binalang 47 Lobbo |
24 Binalang Timur 48 Makatara
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

62
63
79
80
81
82
83
84
85

86

87
88
89
90
21
92
93
94
95
96

97

98
99
100
101
102
103
104

Birang

Bitunuris

Bitunuris Selatan
Bowombaru (Bawombaru)
Bowombaru Tengah
Bowombaru Utara
Bulude (Essang)

Bulude (Kabaruan)
Bulude Selatan (Essang)
Bulude Selatan (Kabaruan)
Dalum

Damau

Damau Bowone (Damau
Bawone)

Dampulis

Dampulis Selatan
Daran

Daran Utara

Ensem

Ensem | (Ensem Timur)
Essang

Essang Selatan

Gemeh

Gemeh Rasmata (Gemeh
Raamata)

Musi

Musi |

Niampak

Niampak Utara

Nunu

Nunu Utara

Pampalu (Papmpalu)
Pangeran

Pannulan

Pantuge (Patuge)
Pantuge Timur (Patuge
Timur)

Parangen

Peret

Pulutan

Pulutan Selatan

Pulutan

Roe

Rae Selatan

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

117

118
119
115
116
117
118
119
120
121

122

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

133

134
135
136
137
138
139
140

Makatara Timur
Mala

Mala Timur
Mamahan
Mamahan Barat
Mangaran
Marampit
Marampit Timur
Maredaren Utara
Maririk

Matahit
Melonguane

Melonguane Barat

Melonguane Timur
Moronge
Moronge |
Moronge i
Moronge Selatan
Moronge Selatan |
Moronge Selatan I
Salibabu

Salibabu Utara

Sambuara

Sambuara Satu
Sawang
Sawang Utara
Tabang
Tabang Barat
Taduna
Taduwale
Talolang
Tarohan
Tarohan Selatan

Tarun

Tarun Selatan
Tuabatu Barat
Tule

Tule Tengah
Tule Utara
Arangkaa
Sereh
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141 Rainis 146 Malat
140 Rainis Batupenga (Rainis 147 Ganalo
Baru Penga)
143 Rarange 148 Riung
144 Rusoh (Russoh/Ruso) 149 Apan
145 | Pulau Miangas 150 Dapihe
141 Rainis 146 Malat
142 Rainis Batupenga (Rainis 147 Ganalo
Baru Penga)
143 Rarange 148 Riung
144 Rusoh (Russoh/Ruso) 149 Apan
145 | Pulau Miangas 150 Dapihe
Tabel 3.3
Rasio capaian kinerja jangka menengah sasaran 2
Indikator Target | Realisasi Tahun 2022
Sasaran Kinerja 2025 2021 Target | realisasi
Meningkatkan | Persentase 98 % 98 % 923 % 96,15%
Kualitas Barang Yg
Perlindungan | Beredar Di
Konsumen Masyarakat
Yang
Memenuhi
Standar
Keamanan
Dan
Kesehatan
Persentase 100 % 100 % 100 % 100 %
Desa Yang
Pelaku Industri
Dan
Perdagangan
Bebas Dari
Tindakan
Penimbunan
Bapok
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Berdasarkan tabel 3.3 diatas terlihat bahwa rasio capaian kinerja
persentase barang yang beredar di masyarakat yang memenuhi
standar keamanan dan kesehatan untuk menjawab sasaran
meningkatkan  kualitas  perlindungan  konsumen  mengalami
penurunan rasio dari tahun sebelumnya dimana pada akhir tahun
2021 memiliki realisasi sebesar 98% tetapi diakhir tahun 2022 terealisasi
sebesar 96,15%. Penurunan realisasi ini sangat dipengaruhi oleh
beberapa hal diantaranya adalah perilaku pelaku usaha yang lalai
melakukan pengawasan barang secara mandiri dan minimnya
anggaran  pemantauan  dalom rangka pengawasan  kualitas
perlindungan konsumen. Walaupun demikian Tim dari ASN Dinas
Perindustrian dan Perdagangan tetap melakukan pemantauan sesuai
dengan kemampuan yang ada pada mereka. Tim dari Dinas Perindag
melakukan pemantauan terhadap 26 (Dua Puluh Enam) Jenis Barang
yang beredar di masyarakat Talaud. Dari hasil Pemantauan terdapat
25 (Dua Puluh Lima) Jenis Barang yang aman beredar di masyarakat
yang memenuhi standar keamanan dan kesehatan konsumen. Hanya
1 (Satu) Satu Jenis Barang yang di anggap tidak aman dan tidak sehat
bagi masyarakat yaitu minyak goreng curah. Sebab minyak goreng
curah yang beredar di masyarakat kemasannya masih menggunakan
botol aqua bekas minum (600 ml & 1,5 Liter). Kami dari Dinas Perindag
telah menghimbau kepada para penjual agar mengganti kemasan
botol aqua bekas dengan kantong plastic steril yang biasa di gunakan
untuk membungkus gula pasir. Adapun 25 Jenis Barang yang beredar
di masyarakat yang memenuhi standar keamanan dan kesehatan
Pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
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NO NAMA BARANG
1 Beras

2 Gula Pasir

3 Snack

4 Mie Instan

5 lkan Kaleng

6 Tepung Terigu

7 Air Mineral

8 Minuman Bersoda
9 Daging

10 Telur

11 Susu Cair

12 Susus Bubuk

13 Biskuit

14 Kacang kedelai
15 Cabe

16 Bawang merah

17 Bawang Putih

18 Kacang Tanah

19 Garam Beryodium
20 Kacang Hijau

21 Kacamg Merah
22 lkan Asin Teri

23 lkan Bandeng

24 Ketela Pohon

25 Jagung Pipilan kering

Untuk capaian indikator kinerja Persentase Desa Yang Pelaku

Industri Dan Perdagangan Bebas Dari Tindakan Penimbunan Bapok

dimana pada akhir tahun 2021 terealisasi 100 % demikian halnya di

akhir tahun 2022 teralisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan.

Hal Ini bisa di buktikan dengan fidak adanya kelangkaan pasokan

kebutuhan pokok masyarakat di 153 Desa dan Kelurahan. Adapun

153 desa dan kelurahan adalah sebagai berikut :
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NO. NAMA NO. NAMA
DESA/KELURAHAN DESA/KELURAHAN
: AKGS 38 Damau Bowone
(Damau Bawone)
2 Akas Balane 39 Dampulis
3 Alo 40 Dampulis Selatan
4 Alo Utara 41 Dapalan
5 Alude 42 Dapihe
6 Ambela 43 Daran
7 Ambia 44 Daran Utara
8 Ambia Utara 45 Ensem
9 Ammat 46 Ensem | (Ensem Timur)
10 Ammat Selatan 47 Essang
11 Apan 48 Essang Selatan
12 Arangkaa 49 Ganalo
13 Awit 50 Gemeh
. Gemeh Rasmata
14 Awit Selatan 51 (Gemeh Raamatal
15 Balang 52 Gemeh Wantane
16 Bambung 53 Ighik
17 Bambung Timur 54 Kabaruan
18 Bannada 55 Kabaruan Timur
19 Banftane 56 Kakorotan
20 Bantane Utara 57 Kalongan
21 Bantik (Beo Bantik) 58 Kalongan Selatan
22 Bantik Lama 59 Kalongan Utara
23 Batumbalango 60 Karatung
24 Bengel 61 Karatung Selatan
25 Beo 62 Karatung Tengah
26 Beo Barat 63 Kiama
27 Beo Timur 64 Kiama Barat
28 Binalang 65 Kordakel
29 Binalang Timur 66 Kuma
30 Birang 67 Kuma Selatan
31 Bitunuris 68 Lahu
32 Bitunuris Selatan 69 Lalue
Bowombaru
33 (Bawombaru) 70 Lalue Tengah
34 Bowombaru Tengah 71 Lalue Utara
35 Bowombaru Utara 72 Laluhe
36 Bulude (Essang) 73 Lirung
37 Bulude (Kabaruan) 74 Lirung Matane
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75

76

77
78
79
80
81

82

83
84
85
86
87
88
89
20
21
92
93
24
925
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111

Bulude Selatan
(Essang)

Bulude Selatan
(Kabaruan)
Dalum

Damau
Makatara Timur
Mala

Mala Timur

Malat

Malat Utara
Mamahan
Mamahan Barat
Mangaran
Marampit
Marampit Timur
Maredaren Utara
Maririk

Matahit
Melonguane
Melonguane Barat
Melonguane Timur
Moronge
Moronge |
Moronge |l
Moronge Selatan
Moronge Selatan |
Moronge Selatan |i
Musi

Musi |

Niampak
Niampak Utara
Nunu

Nunu Utara
Pampalu (Papmpalu)
Pangeran
Pannulan

Pantuge (Patuge)
Pantuge Timur
(Patuge Timur)

112

113

114
115
116
117
118

119

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148

Lirung Satu (Lirung )

Lobbo

Lobbo |
Makatara

Rae

Rae Selatan
Rainis

Rainis Batupenga
(Rainis Baru Penga)
Rarange

Riung

Riung Utara
Rusoh (Russoh/Ruso)
Salibabu
Salibabu Utara
Sambuara
Sambuara Satu
Sawang
Sawang Utara
Sereh

Sereh |

Tabang
Tabang Barat
Taduna
Taduwale
Talolang
Tarohan
Tarohan Selatan
Taruan

Tarun

Tarun Selatan
Taturan
Tuabatu
Tuabatu Barat
Tule

Tule Tengah
Tule Utara

Parangen
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149 Peret 152 Pulutan Selatan
150 Pulau Miangas 153 Pulutan
151 Pulutan

Tabel 3.4
Rasio capaian kinerja jangka menengah sasaran 3
Sasaran Indikator | Target | Redlisasi Tahun 2022
Kinerja 2025 2021 Target | realisasi
Meningkatnya Persentase | 3% 2% 232% | 235%
Pendapatan IKM Pelaku
Industri
Mikro Dan
Kecil Yang
Meningkat
Nilai
Jualnya

Berdasarkan tabel 3.4 diatas terlihat bahwa rasio capaian kinerja
persentase pelaku industri mikro dan kecil yang meningkat nilai jualnya
untuk menjawab sasaran meningkatnya pendapatan IKM memiliki
kenaikan persentase realisasi dari tahun sebelumnya dimana pada
akhir tahun 2021 terealisasi 2% dan meningkat menjadi 2,35% diakhir
tahun 2022. Peningkatan persentase realisasi ini mengindikasikan
bahwa program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah
daerah melalui Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  untuk
membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha IKM adalah
tepat sasaran sehingga berimplikasi pada kenaikan pendapatan.
Pada Tahun 2022 Dinas Perindag Kabupaten Kepulauan Talaud
bekerjasama dengan Dinas Perindag Provinsi  Sulawesi  Utara
melakukan pelatihan kepada para pelaku industri kerajinan anyaman
yang terbuat dari serat abaka. Pelatihan yg di maksud di fokuskan
bagaimana cara mendisain kemasan dari suatu prodk agar terlihat

lebih menarik sehingga menambah nilai jual terhadap produk yang di
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pasarkan. Jumlah pelaku Industri Mikro dan Kecil Pada Tahun 2022
meningkat dari 1161 (Tahun 2021) menjadi 1189. Ada sekitar 28 Pelaku
Industri Mikro dan Kecil yang berhasil memasarkan produk mereka baik
pada Tempat-tempat penjualan, Toko Souvenirn, Toko Swalayan,
Pameran dan juga lewat Media Online. fingkat daerah maupun
nasional. Adapun Jumlah dan Jenis-Jenis IKM yang ada di Kabupaten

Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut :

JENIS INDUSTRI
Kimia dasar Pembuat JUMLAH
i Pakaian Alat Kayu, organik Serat dan | brg galian
j Mak M brgl
Jasa Ipengerjaan akanan \Minuman| o di Angkut | Furniture yang 8 1%83M | Kerajinan | bkn logam
NO TAHUN °§af:r bersumber Anyaman
pe|: aikan (kue, (Airisi |(penjahita | (perahu| (papan, | dari hasil (alat (Serat |(batubata) IKM
Mesin & Jasa . . .
lai tahu, ulang) |n pakaian) |, speed)| lemaridll) | pertanian | potong) | Abaka,
an tempe dll (Kopra dan Rotan,
Bara) bambu dll
13=(3+4+5+6+7+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8+9+10+11+12)
L 2021 137 402 48 73 45 250 103 25 54 24 1161
2.
2022 - - - - - 10 - 18 - 28
3. TOTALS/D 2022 137 402 48 73 45 260 103 25 72 24 1189

2.3. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tentunya
setiap organisasi memiliki faktor-faktor yang dapat mendukung
keberhasilan pencapain sasaran dan juga sebaliknya terdapat hal-hal
yang menjadi permasalahan  sehingga menghambat pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan. Mengetahui faktor pendukung dan
penghambat dalam suatu proses menjadi penting karena kedua hal
tersebut memiliki pengaruh pada hasil capaian sehingga diharapkan
agar setiap aparatur dapat mampu mengidentifikasi  dan
memaksimalkan faktor pendukukung agar sasaran yang ditetapkan

dapat terealisasi dengan sempurna demikian juga dengan hambatan
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dan permasalahan harus mampu diidentifikasi sejak awal agar
meminimalisir kesalahan kesalahan yang dapat menyebabkan

kegagalan atau tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan.

A. Analisis keberhasilan Sasaran-1
Factor - factor yang mendukung keberhasilan pencapaian

sasaran-1:

1. Tingginya kerjasama tim dalam melakukan monitoring dan
evaluasi perkembangan harga dan ketersediaan stok bahan
pokok, barang penting dan barang strategis setiap bulan
walaupun dengan anggaran yang terbatas.

2. Meningkatnya kesadaran pelaoku usaha dan masyarakat
terhadap keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi

barang dan jasa yang beredar dipasaran.

Hambatan / masalah yang terjadi:

1. Kondisi georafis Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah
satu penyebab :

a. Pengawasan  peredaran  barang dan  jasa  belum
menjangkau semua kios/toko di 19 kecamatan yang ada di
Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu.

b. tingginya harga mobilitas kebutuhan pokok dan barang
penting yang berdampak pada kenaikan harga

2. Masih ditemukan pelaku usaha lalai melakukan pengawasan
barang secara mandiri.

3. Produk lokal yang kalah bersaing dari segi harga

4. Masyarakat belum memanfaatkan sarana perdagangan

(pasar) yang disiapkan oleh pemerintah
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5. Terbatasnya dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan,

sehinga kegiatan yang di lakukan tidak maksimal.

Upaya pemecahan:

1. Mensosialisasikan pemanfataan tol laut

2. Berkoordinasi dengan pemerintfah  kecamatan  untuk
mengarahkan masyarakat memanfaatkan bangunan pasar
yang telah disiapkan.

3. Berupaya untuk menyediakan sarana prasarana
perdagangan yang layak, nyaman, aman melalui revitalisasi
pasar rakyat.

B. Analisis Keberhasilan Sasaran-2

Factor - factor yang mendukung keberhasilan pencapaian

sasaran-2 .

1. Tingginya semangat tim dalam melakukan pengawasan barang
dan jasa yang beredar di kabupaten Kepulauan Talaud dan
melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan harga dan
ketersediaan stok bahan pokok, barang penting dan barang
strategis setiap.

2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat
terhadap keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi

barang dan jasa yang beredar di pasar.

Hambatan/masalah yang terjadi dalom pencapaian sasaran-2 :

1. Kondisi georafis Kobupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu
penyebab Pengawasan peredaran barang dan jasa belum
menjangkau semuakios/toko di 19 kecamatan yang ada di
Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Masih ditemukan pelaku usaha lalai melakukan pengawasan
barang secara mandiri.
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3. Terbatasnya dana akibat refocusing sehingga tidak tersedia
dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga
kegiatan pengawasan barang beredar maupun pemberian
tanda tera sah/berlaku untuk alat ukur takar timbang dan
perlengkapannya (UTTP) hanya dilakukan terbatas.

4. Pelaksanaaan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga melibatkan instansi lintas Kabupaten/kota dalam satu
provinsi yang telah memilki Sumber Daya Manusia sesuai

dengan ketentuan berlaku yang membutugkan pembiayaan.

Upaya pemecahan terhadap Permasalahan :

1. Berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk
berlaku/bertindak sebagai contoh konsumen cerdas di
lingkungannya masing — masing.

2.  Melakukan koordinasi dengan stake holder dalam rangka
pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen dalam rangka
sosialisasi kegiatan perlindungan dimaksud serta pelaksanaan
kegiatan tertib niaga.

3. Usulan pengalokasian dana sesuai kebutuhan sehingga
pengawasan barang bereda rmaupun pemberian tanda tera
sah/berlaku untuk alat UTTP dapat dilakukan menyeluruh di 19
Kecamatan.

4. Pelaku usaha yang membutuhkan layanan Tera dan Tera Ulang

difasilitasi untuk melakukan Tera dan Tera Ulang secara mandiri.

C. Anadlisis Keberhasilan Sasaran-3
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran-3 :
1. Kerja sama tim dalam pendampingan kelompok IKM.
2. Bantuan peralatan untuk meningkatkan produksi.
3. Kemajuan teknologi yang memudahkan akses informasi.
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Hambatan/masalah yang terjadi :

1.  Bantuan peralatan belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
2.  Belum memanfaatkan gedung produksi yang disediakan oleh
pemerintah.

Desain produk belum bisa bersaing di pasaran.

Hanya sebagai pekerjaoan sampingan.

Aksesbilitas/Pasar yang masih terbatas

Sumber daya manusia yang terbatas

N o O~

Terbatasnya dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Upaya pemecahan:

1. Usulan pengalokasian dana untuk Pendampingan melalui
pelatihan pengoperasian peralatan dan manajemen produksi.

2.  Melakukan pendampingan iNnovasi produk serta
meningkatkan dukungan melalui promosi pada even-even
pameran berskala nasional.

3.  Menciptakan inovasi penambahan jenis produk agar memiliki

daya Tarik yang tinggi.

2.4. Paparan Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja
Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran strategi-1 Meningkatnya Kemudahan Akses
Masyarakat Terhadap Barang Kebutuhan pokok Melalui Pemanfaatan
Tol Laut adalah :
1. Pogram : Penerbitan lzin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Kegiatan : Penerbitan lzin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan lIzin Usaha Toko Swalayan. Sala

satu kegiatan ini adalah Fasilitasi Pemenuhan
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2. Pogram

Kegiatan
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Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 22.705.000,-
terealisasi sebesar Rp.22.640.000,- atau 99,71%.

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING

a.

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota  di  lakukan  dengan  cara
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat
yang Terintegrasi  dalam  Sistem  Informasi
Perdagangan. Kegiatan ini pada awal tahun
hanya di anggarkan sebesar Rp. 17.403.940,-
tetapi setelah di lakukan Perubahan Anggaran
kegiatan ini bertambah menjadi Rp. 51.759.780,-
karena adanya kegiatan Pemantauan Harga
dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang
karna adanya Inflasi Harga yang di sebabkan
kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kegiatan ini
anggaranya terealisasi sebesar Rp. 48.453.600,-
atau 94%.

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaoan Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat



3. Program

Kegiatan

Kegiatan

Agen dan Pasar Rakya. Pada awal tahun
kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 60.072.300,-
tetapi karena karena adanya Refocusing
anggaran maka anggaran kegiatan ini pangkas
menjadi Rp 27.190.000 dan terealisasi sebesar Rp.
25.580.000,- atau 94%. Meskipun begitu kegiatan
tetap di lakukan walaupun dengan

keterbatasan.

Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kegiatan ini di
lakukan dengan Peningkatan Sistem dan Jaringan
Informasi Perdagangan. Peningkatan system dan
jaringan informasi perdagangan pada awal tahun di
anggarkan sebesar Rp 13.645.820,- tetapi karena
adanya Refocusing anggaran maka anggaran
kegiatan  tersebut  berkurang menjadi  Rp.
10.107.220,-dan terealisasi sebesar Rp. 5.630.000,-
atau 56 %.

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

sasaran-2 Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen adalah :

Pogram

Kegiatan
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STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,
dan Pengawasan. Kegiatan ini pada awal tahun di
anggarkan sebesar Rp. 40.647.500,- tetapi setelah di

lokukan  Perubahan  Anggaran  kegiatan  ini



bertambah menjadi Rp. 42.179.500,- dan terealisasi
sebesar Rp. 28.795.200,- atau 68%.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran-3 dalam peningkatan pendapatan IKM adalah:
1. Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri. Kegiatan Penyusunan,
Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota pada awal tahun di
anggarkan sebesar Rp. 48.918.660,- dan setelah di
APBD Perubahan anggaran tersebut menjadi Rp.
412.138.534,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 148.615.000,- atau 99,94%.

2. Pogram Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUl), Izin Perluasan
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri
(IUKI) dan lzin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINAS). Kegiatan ini
pada awal tahun di anggarkan sebesar Rp.
25.504.780,- dan setelah APBD Perubahan
anggara tersebut berkurang menjadi  Rp.
9.769.780,- karena adanya Refocusing anggaran
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional maka

anggaran untuk kegiatan ini ditiadakan.

Sentra IKM di Kab Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut:

1. Sentra pengolahan bamboo batik Kalongan
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Sentra pengolahan ikan Kalongan
Sentra kerajinan kerawang Moronge
Sentra emping melinjo Nunu

Sentra pengolahan serat abaka Essang

SRR S

Sentra pengolahan serat abaka Makatara
Data yang tersedia dalam rangka pengembangan sentra abaka
adalah
- Jumlah kelompok pengrajin
- Jjumlah produksi perminggu
- sarana dan prasarana sentra
- ketersediaan bahan baku
- Rumah produksi
- Omset pertahun
Sedangkan data yang belum tersedia adalah  pola

pengembangan sentra, administrasi sentra dan SOP.

B. Readlisasi Anggaran
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan T.A 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja T.A 2022

PAGU
REALISASI %
No. URAIAN ANGGARAN
2022 2022 2022
| | PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah 300.000.000 320.471.000 106,8
Pendapatan retribusi
300.000.000 320.471.000 106,8

daerah
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Il. | BELANJA 3.148.212.433 3.029.695.855 96,24
1.1 | Belanja Operasi 2.736.073.899 2.617.757.321 95,68
Belanja Pegawai 2.140.063.495 2.111.839.136 98,68
Belanja Barang dan Jasa 596.010.404 505.918.185 84,88
1.2 | Belanja Modal 412.138.534 411.938.534 99,95
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 303.616.262 303.516.262 99,97
Belanja Modal Gedung dan 108.522.272 108.422.272 99,91
Bangunan
Jumlah 3.148.212.433 3.029.695.855 96,24

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2022 melaksanakan 2

(Dua) urusan pemerintahan dengan total 7 (tujuh) program dan 13 (tiga belas)

kegiatan. Adapun rincian realisasi anggaran per urusan pemerintahan adalah

sebagai berikut:

1.

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan merupakan urusan pilihan
yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustriaon dan Perdagangan Kabupaten
Kepulauan Talaud yang pada Tahun 2022 dilaksanakan dengan 5 (Lima)
program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.671.018.359,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.552.803.321,- atau
dengan capaian sebesar 96 %. Permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan urusan perdagangan adalah belum ada pegawai berhak
untuk memberikan tanda tera sah/berlaku pada alat ukur, takar, timbang
dan perlengkapannya sehingga harus bekerja sama dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado.

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian merupakan urusan pilihan yang
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kepulauan Talaud yang pada Tahun 2022 dilaksanakan 2 (Dua) program
dan 2(Dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 477.194.074, -
dengan redlisasi sebesar Rp. 476.892.534,- atau sebesar 99 %.
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Secara rincirealisasi anggaran perkegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada
table sebagai berikut.

Tabel: Realisasi anggaran berdasarkan program kegiatan TA. 2022

Anggaran Realisasi
Kode Rekening Uraian %
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5

3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan 2.140.063.495 2.111.839.136 98,68
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan

s 3 o1 2021 01| 1/ njangan ASN 2140063495 | 5 111 g39.136 98,68
Administrasi Umum

3 30 01 2.06 Perangkat Daerah 185.726.500 143.926.985 77,49
Penyediaan Komponen
Instalasi

8 30 01 2.06 01 Listrik/Penerangan 1.324.300 1.324.000 99,98
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan

8 30 01 2.06 02 Perlengkapan Kantor 20.217.000 17.843.400 88,26
Penyediaan Bahan Logistik

3 30 01 2.06 04 Kantor 20.820.000 5.700.000 27.38
Penyediaan Barang

3 30 01 2.06 05 Cetakan dan 7.083.200 2592500 36,60
Penggandaan
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01

2.06

09

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

136.282.000

116.467.085

85,46

01

2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

01

2.07

06

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

01

2.08

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

158.660.000

137.717.500

86,80

01

2.08

02

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

6.970.000

4.317.500

61,94

01

2.08

03

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

2.190.000

2.100.000

95,89

01

2.08

04

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

149.500.000

131.300.000

87,83

01

2.09

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

11.382.184

11.150.600

97,97

01

2.09

02

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

11.382.184

11.150.600

97,97

02

2.01

Penerbitan Izin
Pengelolaan Pasar
Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Izin
Usaha Toko Swalayan

22.705.000

22.640.000

99,71

02

2.01

01

Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Perolehan
Perizinan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Swalayan melalui
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

22.705.000

22.640.000

99,71

02

2.02

Penerbitan Tanda Daftar
Gudang

7.596.600

7.367.000

96,98

02

2.02

01

Fasilitasi Penerbitan Tanda
Daftar Gudang

7.596.600

7.367.000

96,98
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04

2.01

Menjamin Ketersediaan
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting di Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota

27.190.000

25.580.000

94,08

04

2.01

01

Koordinasi dan
Sinkronisasi Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat

9.185.000

9.160.000

99,73

04

2.01

02

Koordinasi dan
Sinkronisasi Peningkatan
Aksesibilitas Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat
Agen dan Pasar Rakyat

16.420.000

16.420.000

100,00

04

2.01

03

Pengendalian
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat
Agen dan Pasar Rakyat

1.585.000

04

2.02

Pengendalian Harga, dan
Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota

51.759.780

48.453.600

93,61

04

2.02

01

Pemantauan Harga dan
Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting
pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang dalam 1
(satu)

Kabupaten/Kota

51.759.780

48.453.600

93,61

04

2.03

Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

6.374.400

5.062.050

79,41

04

2.03

03

Pengawasan Penyaluran
dan Penggunaan Pupuk
dan Pestisida Bersubsidi

6.374.400

5.062.050

79,41

05

2.01

Penyelenggaraan
Promosi Dagang melalui
Pameran Dagang dan
Misi Dagang bagi Produk
Ekspor Unggulan yang
terdapat pada 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
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2.01

Pameran Dagang
Nasional

06

2.01

Pelaksanaan Metrologi
Legal, Berupa Tera, Tera
Ulang, dan Pengawasan

49.453.180

33.436.450

67,61

06

2.01

01

Pelaksanaan Metrologi
Legal, Berupa Tera, Tera
Ulang

42.179.500

28.795.200

68,27

06

2.01

02

Pengawasan/Penyuluhan
Metrologi Legal

7.273.680

4.641.250

63,81

07

2.01

Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan
Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri

10.107.220

5.630.000

55,70

07

2.01

03

Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi
Perdagangan

10.107.220

5.630.000

55,70

02

2.01

Penyusunan dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota

467.424.294

467.142.534

99,94

02

2.01

03

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan pelaksanaan
Pembangunan Sumber
Daya Industri

02

2.01

04

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri

148.646.140

148.615.000

99,98

02

2.01

05

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri
dan Peran Serta
Masyarakat

303.963.534

303.753.534

99,93

02

2.01

06

Evaluasi terhadap
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Industri

14.814.620

14.774.000

99,73

03

2.01

Penerbitan Izin Usaha
Industri (IUl), Izin
Perluasan Usaha Industri
(IPUI), Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI)
dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

9.769.780

9.750.000

99,80
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Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen perolehan UI,
IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas) yang
Terintegrasi dengan

Sistem Pelayanan 9.769.780 9.750.000
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

3 31 03 2.01 01 99,80

JUMLAH 3.148.212.433,00 3.029.695.855,00 96,24

C. Efisiensi dan Efektivitas Capaian Kinerja

Dalam mengukur capaian kinerja suatu organisasi dalam hal ini perangkat
daerah maka perlu juga diukur kategori efisien dan efektif dalam hal
penggunaan sumber daya yang diberikan. Pengertian kategori Efektif dapat
disederhanakan yaitu jika capaian kinerja baik keluaran (output) maupun
kinerja outcome sama dengan besaran realisasi anggaran. Pengertian
Kategori Efektif dan Efisien dapat disederhanakan yaitu jika capaian kinerja
baik keluaran (output)/outcome lebih besar dari realisasi anggaran.
Sedangkan jika capaian kinerja keluaran (output) atau kinerja hasil lebih kecil

dari realisasi anggaran dapat dikatakan Pemborosan.

Untuk capaian berdasarkan kategori efektif-efisien pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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EFISIENSI & EFEKTIVITAS CAPAIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN 2022
Nilai Rata-Rata |Realisasi Anggaran| Penghematan Dari .
MNo. Sasaran Program Capaian (%) (Rp.) Pagu (Rp.) Kategori
1 2 3 4 5 6 7
MENINGKATKAN PROGRAM PERIZINAN DAN 101 Efektif
1. |KEMUDAHAN AKSES PENDAFTARAN PERUSAHAAN 114,732,650 11,000,350|  Efisien
MASYARAKAT TERHADAP .
BARANG KEBUTUHAN (91,25%
POKOK MELALUIL
PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG
PENTING
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAN
NEGERI
2. |MENINGKATKAN 99 134,777,360 22,245,260 |  Efektif
KUALITAS PROGRAM STANDARDISASI Efisien
PERLINDUNGAN DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN KONSUMEN
PROGRAM STABILISASI (83,5%)
HARGA BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG
PENTING
3. |MENINGKATNYA PROGRAM PENGENDALIAN 301,540 | Efekdr
PENDAPATAN IKM IZIN USAHA INDUSTRI 476,892 534 Efisien
KABUPATEN/KOTA N
101.3 .
PROGRAM PERENCANAAN (99,9 %)
DAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI

Pada sasaran strategis ke-1 (meningkatkan kemudahan akses masyarakat

terhadap barang dan kebutuhan) yang terdiri dari 3 program dengan rata-

rata nilai capaian sebesar 101%. Ketiga program tersebut dituangkan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan total realisasi keseluruhan kegiatan

pendukung program ini sebesar Rp. 114.732.630,- atau sebesar 91,25%.

Dengan demikian jika di-rasiokan antara nilai rata-rata capaian 3 (tiga)

program sebesar 101% dengan realisasi anggaran keseluruhan sebesar 91,25%

maka dapat dikatakan capaian kinerja baik keluaran (output)/outcome lebih

besar dari realisasi anggaran sehingga disebut dengan kategori EFEKTIF-
EFISIEN.
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Demikion halnya pada sasaran strategis ke-2 (meningkatkan kualitas
perlindungan konsumen) yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan dengan
persentase capain rata-rata sebesar 99% dan terlihat lebih besar dari total
realisasi anggaran keseluruhan kegiatan dengan nilai Rp. 131.777.360,- atau
sebesar 83,5% sehingga capaian kinerja output lebih besar dari realisasi
anggaran maka rasio antara keduanya menghasikan kategori dengan
sebutan EFEKTIF-EFISIEN.

Untuk sasaran strategis ke-3 (meningkatnya pendapatan IKM) yang terdiri
atas 2 (dua) program kegiatan memiliki persentase capaian rata-rata sebesar
101,3% dengan readlisasi anggaran yang mendukung program tersebut
sebesar Rp. 476.892.534,- atau sebesar 99,9% sehingga rasionya dapat terlinat
bahwa capaian rata-rata lebih besar dari realisasi anggaran dan masuk
dalam kategori dengan sebutan EFEKTIF-EFISIEN.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perindustrion dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan
Talaud ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan menuju good governance dengan mengacu pada
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020-2025. Penyusunan
Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan
Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
sertasesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

A. Kesimpulan

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sector industri,

ESDM dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi

yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun

2022, semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan

hasil capaian selama tahun 2022 tersebut tidak lepas dari permasalahan dan

hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Kepl

Talaud, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, antara lain:

1.  Kurangnya dukungan sarana prasarana yang ada sehingga mengakibatkan
pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

2. Perkembangan teknologi dan desain produk yang begitu pesat kurang bias
diimbangi dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

3. Dampak negative globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia yang semakin
kompetitif sehingga produk kita kurang bisa bersaing di pasar global, termasuk

dalam hal pemenuhan selera pasar masih rendah.
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Tetapi permasalahan dan hambatan yang dihadapi telah dilakukan usaha-usaha

pendekatan solusi yang konstruktif sehingga meminimalisir dampak negative yang

bisa mempengaruhi pencapaian tujuan.

B. Saran

Sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas pada masa

yang akan datang, telah dipersiapkan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Pengusulan pengadaan peralatan kantor untuk efisiensi kerja pegawai

2. Intensifikasi pencarian informasi terkait dengan perkembangan teknologi dan
desain produk serta usulan pendanaan untuk kegiatan terkait.

3. Melakukan pendampingan intensif untuk diversifikasi dan inovasi produk serta
meningkatkan dukungan melalui promosi pada even-even pameran berskala

nasional maupun internasional.

Melonguane, Januari 2023

KEPALA DINAS
PERINDUSTRLAN DAN PERDAGANGAN

NlP 19690222 199312 2 002
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